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Abstrak
 

Kompensasi sebagai hak yang harus diterima oleh pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) dengan alasan Pelanggaran Disiplin sebagai alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6

Tahun 2023. Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor

No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai

Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Pelanggaran Disiplin dan Kompensasi pada Pemutusan

Hubungan Kerja dengan alasan Pelanggaran Disiplin berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang

berlaku di Indonesia. Metode penelitian doktrinal melalui penelusuran kepustakaan menggunakan data

sekunder dan di olah secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, Pemutusan Hubungan Kerja dengan

Alasan Pelanggaran Disiplin dilakukan setelah perusahaan memberikan Surat Peringatan sebanyak ketiga

kali dengan tujuan sebagai pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja  sekaligus untuk memperbaiki kinerja

pekerja. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dimana perusahaan

hanya memberikan surat peringatan ketiga (SP-3) atas pelanggaran disiplin pekerja. Majelis Hakim

menyatakan surat peringatan tidak sah dan batal demi hukum. Namun, Pemutusan Hubungan Kerja di

setujui dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yaitu penukaran shift tanpa koordinasi pimpinan

keamanan dan kompensasi mengenai pemutusan hubungan kerja ini telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku saat ini.

......Compensation is a right that must be received by workers who experience Termination of Employment

(PHK) for reasons of Disciplinary Violation as a justified reason in Employment Law Number 13 of 2003 as

amended into Job Creation Law Number 6 of 2023. Research is represented through studies in Supreme

Court Decision Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023. This research was conducted to analyze the legal

provisions regarding Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations and Compensation

for Termination of Employment for Reasons of Disciplinary Violations based on the provisions of labor law

in force in Indonesia. Doctrinal research method through literature searches using secondary data and

processed qualitatively. The conclusion of this research is that termination of employment for reasons of

disciplinary violations was carried out after the company gave a warning letter three times with the aim of

preventing termination of employment as well as improving employee performance. In case of Judgment

Supreme Court Number No.389 K/Pdt.Sus-PHI/2023 where the company only gave a third warning letter

(SP-3) for violations of worker discipline. The Panel of Judges declared the warning letter invalid and null

and void. However, the termination of employment was approved on the grounds that the worker committed

a violation, namely changing shifts without coordination from the security leadership and compensation
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regarding the termination of employment was in accordance with the current provisions in force.


